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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
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ERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

6.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia

o
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Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6757),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
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Pemerintah Daerah (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425),

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klanifikasl, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Duaerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang,
Pedoman Teknis Pengelolnan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ! PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp. 1.205.280.000.155,00 bertambah sebesar Rp. 34.654.118.952,00 sehingga
menjadi Rp. 1.239.934.119.107,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula

Rp 1.170.218.000.155,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 36.018.216.354,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

2. Belanja Daerah
a. Semula

Rp 1.206.236.216.509,00

Rp 1.194.373.338.438,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp  39.346.620.430,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah

Rp 1.233.719.958.868,00

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp  35.062.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.364.097.402,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 33.697.902.598,00

perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 10.906.661.717,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.692.501.478,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 6.214.160.239,00
perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp  27.483.742.359,00



Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari
a. Pendapatan asli dacrah
1) Semula Rp 8A4,747.554.155,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.398.324.257,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 92.145.878.412,00

b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp 1.070.200.167.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.619.892.097,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  Rp 1.098.820.059.097,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 15.270.279.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp  15.270.279.000,00
setelah perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri

dari :
a. Pajak daerah;
1) Semula Rp  26.253.087.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.576.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp  27.829.087.000,00
b. Retribusi daerah;
1) Semula Rp 3.977.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.071.875.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 5.049.375.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1) Semula Rp 10.427.213.155,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (224.147.472,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp  10.203.065.683,00
setelah perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp  44.089.754.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.974.596.729,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Rp  49.064.350.729,00
sah setelah perubahan

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.025.099.639.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.558.677.000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat Rp 1.040.658.316.000,00
setelah perubahan

b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp  45.100.528.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.061.215.097,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp  58.161.743.097,00
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf ¢ :

a. Pendapatan hibah
1) Semula Rp 270.279.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 270.279.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

1) Semula Rp 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan Rp 15.000.000.,000,00

ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja operasi
1) Semula Rp 868.549.359.169,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.358.456.421,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 874.907.815.590,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 133.542.977.585,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp  13.530.447.087,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 147.073.424.672,00
c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 3.390.753.684,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (849.248.478,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.541.505.206,00

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 188.890.248.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 20.306.965.400,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 209.197.213.400,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 489.918.804.267,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (12.413.203.802,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 477.505.600.465,00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp 364.865.110.003,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.980.826.291,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp 366.845.936.294,00
perubahan
c. Belanja bunga
1) Semula Rp 4.376.113.711,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (20,00)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 4.376.113.731,00

d. Belanja hibah
1) Semula Rp  7.131.331.188,00
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2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.740.833.912,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp  23.872.165.100,00
e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 2,258,000.,000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 50.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.308.000.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Belanja modal peralatan dan mesin

” Semula Rp 63.794.171 063,()0
2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.932.993.640,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah Rp 70.727.164.703,00
perubahan

b. Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula Rp  35.169.289.313,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.813.762.124,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung Rp 36.983.051.437,00
setelah perubahan

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp 30.620.389.497,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.791.195.485,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan Rp 33.411.584.982,00

jaringan setelah perubahan

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 3.959.127.712,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.992.495.838,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah Rp 5.951.623.550,00
perubahan

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri

dari :

a. Semula Rp 3.390.753.684,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp (849.248.478,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.541.505.206,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 3.023.058.700,00
2) Bertambah./ (berkurang) Rp 1.379.135.600,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 1.643.923.100,00

b. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp 185.867.189.300,00
2) Bcrtamba.h/ (berkurang) Rp 21.686.101.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 207.553.290.300,00

perubahan
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayann

1) Semula Rp  35.062.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.364.097.402,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp  33.697.902.598,00
perubahan
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 10.906.661.717,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.692.501.478,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 6.214.160.239,00
perubahan
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri
atas :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp  35.062.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.364.097.402,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp 33.697.902.598,00
sebelumnya setelah perubahan

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri

dari :

a. Penyertaan modal daerah
1) Semula Rp 3.804.762.741,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.804.762.741,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Rp 0,00
perubahan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Semula Rp 7.101.898.976,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (887.738.737,00)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Rp 6.214.160.239,00
jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

(1) Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

(2) Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

(3) Lampiran Il  Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

(4) Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;

(5) Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

(6) Lampiran VI  Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
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(7) Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RBIMD dengan Rancangan Perubahan
APRBD,

(8) Lampiran VIII  Sinkronisasi  Program, Kegiatan dan  Sub  Kegiatan  pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAY dengan  Rancangan
Perubahan APBD,

(9) LampiranIX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Dacrah;

(10) Lampiran X Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas

Daerah;
(11) Lampiran XI  Sinkronisasi Program Prioritas Dacrah Kabupaten;
(12) Lampiran X1  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

(13) Lampiran XIIl Daftar Piutang Dacrah; . .
(14) Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

(15) Lampiran XV Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

(16) Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

(17) Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan;

(18) Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 8

metUn .y

N Daerah inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
:«gm Scﬁa
ini

i denga P Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

n Penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Oktober 2023
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

ELFIN ELYAS

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

< DO W

HERMAN SUWITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 3




